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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH
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KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk kelancaran proses penilaian kualitas kinerja tata
kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, perlu adanya Tim Pengelola Data Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola
Data Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat [I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Data Keuangan Daerah Kabupaten
Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan rapat koordinasi terkait Pengelolaan Data Keuangan
Daerah;

b. mempersiapkan bahan, data dan informasi serta dimensi
pengukuran dan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah,;

c. melakukan Kkoordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan
Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengukuran dan
penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

d. melaporkan hasil Pengelolaan Data Keuangan Daerah kepada
Bupati.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
berpegang pada Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung
jawab kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 25 “fgus/eS 2020,

V&/ BUPATI TABALONG,
& \ '

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.
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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ;I—H /2025

TANGGAL 1% Al 25

KABUPATEN TABALONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM KET
TIM

1. | Bupati Tabalong B Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah Il

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggungjawab

4. |Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, —
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong ]

5. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset po—
Da?:rah Kabupaten Tabalong Waudl Ketua

6. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Sekretarls
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong )

7. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Etegil i
Kabupaten Tabalong 8801

8. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggota
Aset Daerah Kabupaten Tabalong

9. |Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa K s
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 85

10. | Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan pada  Sekretariat  Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

11. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Anggota
dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong

12. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan A e
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi UEEOH
Daerah Kabupaten Tabalong

13. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

14. | Kepala Bidang Akuntansi pada Badan )
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

15. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

16. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

17. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Tabalong

18. | Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

19. | Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan 2 (dua)
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Anggota orang

Kabupaten Tabalong
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NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM KET
TIM
20. | Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem
Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Anggota

dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
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BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI




